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ABSTRAK 

  

 The development of the technology information  has encougaded the existance 

of many activities performed by society through the sophisticated information 

technology, in this chase is internet.  One of activities in the cyberg discussed in this 

term is electronic commerce.  In the electronic commerce it self, it may create the 

existance of many breaking law actions.  Therefore, it is essential to think the 

solutionof these problems in the form of law in actions, given to some tort in the 

electronic commerce in internet.  As the consequency, such cases can be solved in law 

order and there will not be any vacuum of law that finally may cause  a greater lost. 

 This research was carried out based on Law Number 11 Year 2008 on 

Information and Electronic Transactions (ITE Law), the Code of Civil (Civil Code) and 

Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The results of this study this time in the 

business actors or the public at large so as to better understand the buying and selling 

transactions (e-commerce) and the extent to which these transactions (e-commerce) 

umbrella law, namely Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic 

Transactions (UU ITE), the Code of Civil (Civil Code) and Act No. 8 of 1999 on 

Consumer Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Pendahuluan 

 Di era reformasi saat ini  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

berkembang begitu pesatnya.Sehingga banyak sekali pengaruh yang diciptakan dari 

kondisi yang serba moderen ini, dari dampak positif maupun dampak yang negatif 

bermunculan mempengaruhi ilmu teknologi dan kemajuan zaman.  Dampak positif 

tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan 

kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara 

berkembang, yang mana hasil  dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat.  Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan  dan 

teknologi harus juga dipikirkan solusinya karena hal tersebut dapat maupun 

kehidupan mentalnya.  

 Ethan Katsh, Guru Besar University of Massachusetts menyebutkan bahwa ada 

keterkaitan yang erat antara waktu (time), ruang (space) dan hukum (law). Perubahan 

dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang 

yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan rules of conduct 

(aturan hukum) yang memadai. Dunia harus dapat mengantisipasi agar salah satu 

faktor dari ketiga faktor di atas jangan sampai tertinggal dari yang lainnya, karena 



akan menimbulkan ketidakseimbangan global.1Dalam hal ini perkembangan dunia 

elektronik memiliki peranan penting untuk menyeimbangkan antara waktu, ruang 

dan juga hukum. 

 Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain 

adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.  Melalui internet 

seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada 

lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga 

kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, 

artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan 

kapanpun.Dengan kemajuan Internet yang begitu  pesat, tidak sedikit masyarakat kita 

yang terlena sehingga tidak pernah memikirkan dampak negatif yang muncul dari 

internet tersebut. 

 Jaringan komputer global (internet) pada awalnya digunakan hanya untuk 

saling tukar menukar informasi saja, tetapi fungsinya kemudian meningkat dari 

sekadar media komunikasi tetapi juga telah menjadi sarana untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan komersial seperti informasi, penjualan dan pembelian produk. 

Sesuai dengan perkembangan bisnis global maka internet dipercaya sebagai suatu 

sarana yang murah, massal dan cepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis lintas 

negara. Keberadaannya kemudian menjadi sebuah intangible asset (asset yang sangat 

besar) sebagaimana layaknya sebuah intellectual property (HAKI). 

                                                             
1.Amir Syamsuddin, Hukum Siber, Jurnal Keadilan, Vol. 1. No. 3, September 2001, Penerbit Pusat Kajian 

Hukum dan Keadilan.   



 Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah 

Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, 

karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan 

mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli 

dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua transaksi 

jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, 

mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, 

sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara 

elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas 

perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.   

 Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum 

dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang 

melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara 

elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala 

kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang 

dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung 

berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum 

tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan 

terhadapanya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan 

dalam hubungan hukum konvensional/biasa.   

 Secara singkat E-commerce dapat dipahami sebagai jenis transaksi perdagangan 

baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Dalam usaha bidang operasionalnya 

E-commerce ini dapat berbentuk B to B (Business to Business/Bisnis untuk Bisnis) atau 



B to C (Business to Consumers/Bisnis untuk Konsumen). Khusus untuk B to C pada 

umumnya posisi konsumen tidak sekuat perusahaan sehingga dapat menimbulkan 

beberapa persoalan. Oleh karena itu para konsumen harus berhati-hati dalam 

melakukan transaksi lewat internet. Persoalan tersebut antara lain menyangkut 

masalah mekanisme pembayaran (payment mechanism) dan jaminan keamanan dalam 

bertransaksi (security risk).2 

 Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan  

pemikiran  untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan 

melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan 

teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian 

hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian  

harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi 

termaksud.  

 E-commerce sebagai wadah transaksi perdagangan melalui internet, tentunya 

tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan dan jaminan kepastian hukum 

serta system hukum yang diberlakukan dalam realisasi pelaksanaan e-commerce baik 

transaksi yang dilakukan dalam lingkup domestic maupun internasional. 

 Kajian hukum ini diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan 

berkenaan dengan masalah perbuatan melawan hukum pada transaksi jual beli 

melalui internet ini, antara lain perbuatan melawan hukum yang mungkin timbul 

dalam     transaksi jual beli secara elektronik/melalui internet, kendala-kendala dalam 

                                                             
2 Atif Latifulhayat, Hukum Siber, Urgensi dan Permasalanya, artikel dimuat di dalam Jurnal KEADILAN, Vol. 

1 No. 3, September 2001.   



mengatasi  perbuatan melawan hukum pada suatu transaksi jual beli secara 

elektronik/melalui internet,  serta tindakan hukum  yang dapat dilakukan terhadap 

pelaku perbuatan melawan hukum pada suatu transaksi jual beli secara 

elektronik/melalui internet.  

2. Rumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan penulisan jurnal hukum ini 

membahas tentang “Bagaimana Akibat Hukum  terhadap Perbuatan Melawan Hukum 

dalam Perjanjian Jual Beli melalui internet (E-Commerce)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 
 Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara 

dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”.3Inti definisi yang tercantum dalam 

Black’s Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para 

pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara 

sebagian.  

 Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.4 Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, perjanjian adalah suatu 

persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi 

secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa 

mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. 18Hubungan kedua orang yang 

bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban 

kedua belah pihak atas suatu prestasi. 

 Sudikno Mertokusumo (1996:103) mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 

akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena 

didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang 

                                                             
3 Salim ,H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 

16.   
4 Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1.   



atau lebih yaitu perbuatan penawaran (offer, aanbod) dan perbuatan penerimaan 

(acceptance, aanvaarding). 

 Dalam pasal 1457 KUHPerd disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan,dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan. 

 Jadi pengertian jual-beli menurut KUHPerd adalah suatu perjanjian bertimbal 

balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik 

atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang 

terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 

1995: 1) 

 Perjanjian jual-beli dalam KUHPerd menentukan bahwa obyek perjanjian harus 

tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan 

diserahkan hak milik atas atas barang tersebut kepada pembeli. Sementara itu, 

KUHPerd mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak 

(barang tetap), dan barang tidak berwujud seperti piutang, penagihan, atau claim. 

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia …” 



merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, 

tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti 

transaksi jual beli secara elektronik. 

 Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara 

para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan 

satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun 

dilakukan secara elektronik. Baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu 

tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.  

 Dari hari ke hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, 

sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut 

tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai 

keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.  

 Berbicara menganai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari 

konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  Ketentuan 

yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang 

memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, 

sehingga hanya berfungsi mengatur  saja.  Sifat terbuka dari KUH Perdata ini 

tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan 

Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi 

perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 



berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan 

bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut : 

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian 

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang 

membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada 

pakasaan, kekhilapan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Kecakapan hukum 

sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang 

melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau telah 

menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang.  Apabila orang 

yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, maka dapat diwakili oleh 

orang tua atau walinya sedangkan orang yang cacat mental dapat diwakili oleh 

pengampu atau curatornya.5 

 Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa 

objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan 

jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para 

pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan 

                                                             

5 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung:Alumni, 1992, hlm.217. 

 



berdasarkan itikad baik.  Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa 

sebab tidak mempunyai kekuatan.  Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya 

sebuah perjanjian. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer 

dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan 

salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang 

terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu 

bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai 

ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian 

yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.  

 Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual 

beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, 

walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara 

langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.  Dalam transaksi jual 

beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:6 

1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk 

melalui internet sebagai pelaku usaha; 

2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-

undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan 

                                                             

6 Edmon makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta :PT.Gravindo Persada, 2000, hlm.65 

 



berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh 

penjual/pelaku usaha/merchant. 

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen  kepada penjual 

atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, 

penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada 

lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara 

dalam hal ini bank; 

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. 

 Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang 

dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari system informasi yang berbasis 

computer dengan system komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa 

telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara 

elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga 

terjadi antara pihak-pihak dibawah ini : 

 1. Business to business, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan, 

dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan 

perorangan.  

 2. Customer to customer, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara 

individu dengan individu sebagai penjual dengan perusahaan sebagai pembelinya,  

 3. Customer to government, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan 

antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak.  



Pada dasarnya proses transaksi e-commerce tidak jauh berbeda dengan proses 

transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara 

elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :  

 1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website 

pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi catalog 

produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website 

pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. 

Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka 

situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.  

 2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila 

penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-

mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga 

hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju.  

 3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, 

misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada system keuangan 

nasional, yang mengacu pada system keuangan local. Klasifikasi cara pembayaran 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

   a. Transaksi model ATM.  

   b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara.  

   c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses 

pembayaran yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk.  

 4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran 

atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak 

atas penerimaan barang tersebut. pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek 



perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman 

sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli. 

 Dalam perjanjian jual beli melalui internet ada aspek-aspek hukum yang harus 

diperhatikan sungguh-sungguh adalah kontrak, saksi dan mekanisme perdagangan 

yang dilakukan. Menyangkut hal tersebut ada 2 (dua) prinsip utama yang harus 

diperhatikan, yaitu azas persamaan fungsi (function equivalence) dan sumber hukum 

(source of law).  

1. Azas persamaan fungsi (function equivalence)  menentukan bahwa mengingat 

prinsip-prinsip perdagangan yang terjadi didunia nyata, yang kurang lebih 

sama dengan transaksi didunia nyata, maka semestinya tersedia perangkat 

hukum yang dapat mengantisipasi seluruh keperluan perdagangan di internet 

seperti halnya yang secara efektif telah dilakukan pada jenis perdagangan 

konvensional.  

2. Sumber Hukum (source of law) merupakan permasalahan lain yang harus 

diperhatikan, Karena dunia maya tidak memiliki batasan geografis yang selama 

ini dikenal dalam hukum konvensional. Jika terjadi pelanggaran hukum, sangat 

sulit menentukan hukum Negara mana yang akan dipergunakan, mengingat 

secara mekanisme, pihak-pihak dan sarana / fasilitas perdagangan dapat dalam 

suatu saat berada di sejumlah Negara yang berbeda, kecuali jika sebelumnya 

pihak-pihak yang mengadakan transaksi telah menyetujui untuk menggunakan 

system hukum Negara tertentu, seandainya terjadi pelanggaran terhadap 

perjanjian jual beli. 

  



 Dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi e-commerce tidak terlepas 

dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan hukum oleh salah satu atau 

kedua pihak dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum di sini  adalah sebagai 

melawan hukum keperdataan. Sebab, untuk perbuatan melawan hukum pidana 

(delik) atau kejahatan/pelanggaran pidana mempunyai arti dan pengaturan hukum 

yang berbeda. Di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda dikenal Istilah 

"Onrechtmatige Daad," atau di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah 

"tort". Pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau badan hukum yang oleh karena salahnya telah menimbulkan kerugian 

bagi orang lain. 

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu 

sebagai berikut :  

 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (pasal 1365);  

 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian (pasal 1366);  

 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (1367).  

 

  Dalam hukum perdata di Indonesia ada 2 (dua) jenis gugatan perdata 

yang menjadi dasar sebuah gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan 

wanprestasi. Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) menjadi dasar hukum atas gugatan tersebut. “Setiap perbuatan 

melanggar hukum  



yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (1365 KUHPerdata) “majikan-

majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan 

mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-

pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana 

orang-orang ini dipakainya”. (1367 KUHPerdata). 

 Perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, adalah suatu 

perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau: bertentangan 

dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau 

bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang 

harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. 

Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan 

kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan 

kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau 

barang.7 

                                                             
7 M.A. Moegini Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 2002, hal. 35.   



 



Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari 

pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan 

hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum atau bertentangan dengan kepatutan dalam 

masyarakat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu 

perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat 

dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.  

 Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, 

apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat (noodweer, overmacht), 

realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat 

dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, namun seseorang 

tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian akibat kesalahannya sendiri, tetapi juga 

karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

menjadi tanggungannya. 

 Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan 

perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUH Perdata 

juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat / hubungan kasual antara 

perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian 

kerugian yang dapat dituntut penggantiannya hanyalah kerugian yang memang 

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.  

 Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas 

perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses transaksi e-commerce, baik 



dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara ligitasi atau melalui pengadilan 

dengan mengajukan gugatan maupun penyelesaian sengketa secara non lotigasi atau 

diluar pengadilan misalnya dengan cara negoisasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrasi.  

Dalam menghadapi kasus perbuatan melawan hukum pada transaksi e-commerce ini, 

dapat diterapkan ketentuan yang ada dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum 

yang dipilih untuk digunakan, mengingat transaksi jual beli melalui internet ini tidak 

ada batas ruang dan waktu, sehingga dimungkinkan orang Indonesia bermasalah 

dengan warga Negara asing. Pilihan hukum yang dimaksud tersebut diatas juga 

ditentukan oleh isi perjanjian awal pada saat terjadi transaksi jual beli secara 

elektronik. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

pokok-pokok kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa hakim harus menggali nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak ada kasus yang ditolak pengadilan 

dengan alasan tidak ada atau belum lengkap peraturannya. Dengan demikian, 

diharapkan kasus-kasus yang mengandung adanya perbuatan melawan hukum pada 

transaksi jual beli secara elektronik, tetap dapat diselesaikan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku sekarang ini. 

 Menurut ketentuan RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 

khusunya Pasal 34 dikatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara 

perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi yang berakibat 

merugikan masyarakat.  Seseorang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas 

nama masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh 



surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum.  Gugatan secara perwakilan 

dimungkinkan apabila telah  memenuhi hal-hal sebagai  berikut : 

1. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan 

tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif; 

2. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang 

sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya, serta 

sama-sama merupakan korban atas suatu perbuatan melawan hukum dari 

orang atau lembaga yang sama. 

 Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan dapat diajukan 

untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya-biaya pemulihan atas 

ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan yang telah terganggu serta biaya 

perbaikan atas kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan 

Tergugat yang melawan hukum tersebut.  Gugatan yang diajukan bukan merupakan 

gugatan ganti rugi saja akibat perbuatan melawan hukum, tetapi juga memohon 

kepada pengadilan untuk memerintahkan orang yang sudah melakukan perbuatan 

melawan hukum itu dalam pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini transaksi 

jual beli secara elektronik termaksud tidak mengabaikan aspek peleyanan terhadap 

publik. 

 Sementara Pasal 35 RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini 

menegaskan bahwa gugatan perdata dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan penyelesaian sengketa tersebut diatas khususnya 



sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media internet ini dapat 

diselesaiakan secara alternatif di luar pengadilan. 

 Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang 

berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh 

pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut 

baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang 

berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia atau 

berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi 

atau diluar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi 

dan arbritase sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan cara dalam menyelesaikan 

sengketa dan biasanya telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausa baku 

tertentu. Apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai 

cara penyelesaian sengketanya, maka para pihak harus tetap sepakat memilih salah 

satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah mempergunakan cara litigasi 

atau non litigasi.  

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus 

diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia sesuai 

ketentuan hukum acara perdatanya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus 

dibuktikan melalui proses pemerikasaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat 

pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki hukum yang tetap 

dan pasti (inkracht van gewijsde).8  

                                                             
8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung 

2000, hal. 156 



 Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam 

transaksi jual beli secara elektroik dapat pula dilakukan secara non litigasi,  antara 

lain:9 

1. Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana dituangkan 

dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet tersebut.  

Maksud adaptasi ini adalah para pihak dapat secara sepakat dan bersama-sama 

merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga perbuatan salah satu pihak 

yang semula dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak 

lagi menjadi perbuatan melawan hukum; 

2. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik para 

pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak; 

3. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, 

dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, 

tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak; 

4. Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-pihak yang di nggap 

sebagai hakim semu; 

5. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan 

bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya.  Di Indonesia 

telah ada lembaga khusus arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional  Indonesia 

(BANI).  Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

                                                             
9 Hetty Hassanah, Metode Alternatif penyelesaian Sengketa, Materi Perkuliahan, Bandung : Unikom, 2005, hlm. 

67. 



putusan hakim di pengadilan, dan atas putusan arbitrase ini tidak dapat 

dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. 

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum yang timbul dalam transaksi jual beli 

secara elektronik/melalui internet dapat diselesaikan baik secara litigasi ataupun 

secara non litigasi, sesuai kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada kekosongan 

hukum yang dapat berakibat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 Dari hasil yang diperoleh dalam penulisan jurnal ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Transaksi jual beli secara online (e-commerce) tidak dapat terlepas dari 

ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur 

dalam KUH Perdata, oleh karena transaksi jual beli itu pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari perjanjian jual beli secara hukum.  

 Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum di 

dunia maya dalam hal ini Khusus nya pada transaksi jual beli melalui internet, tetap 

dapat diselesaikan secara hukum, dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata.  

Walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus 

kegiatan-kegiatan dalam internet termasuk transaksi jual beli melalui internet ini, 

namun ketentuan Pasal 1365  KUH Perdata tersebut dapat diaplikasikan pada kasus-

kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli secara elektronik, melalui 

proses penafsiran hukum ektensif dan atau konstruksi hukum analogis, sehingga tidak 

terjadi kekosongan hukum di Indonesia. 

 Kondisi tersebut diatas, merupakan hal yang harus menjadi motivasi bagi 

pemerintah untuk secepatnya membuat, mengesahkan dan memberlakukan peraturan 



yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan di dunia maya sebagai konsekuensi dari 

adanya perkembangan teknologi informasi. 
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